
PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT 

 

PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

NOMOR  8 TAHUN 2007 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang  :    

a.  bahwa dalam upaya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dengan menitikberatkan 

pada pelayanan kesehatan dan diaturnya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah KH. 

DAUD ARIF perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

Mengingat   :     

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 

Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
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Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4139); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN                                         

TANJUNG JABUNG BARAT 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :   

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan ini diubah sebagai berikut: 

1. Penyebutan kata Rumah Sakit Umum Daerah diseluruh bagian Peraturan Daerah ini dicabut. 

 

2. Ketentuan BAB V Pasal  7  angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

11. KARCIS BEROBAT JALAN    :  Gratis 

3.  Ketentuan Pasal 8 dicabut. 
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4.  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  9 

Penerimaan yang dimaksud dalam Pasal 7 diterima melalui satu pintu/loket pembayaran dan 

merupakan penerimaan daerah yang disetorkan secara bruto ke Kas Daerah. 

 

 

5.  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  11 

(1) Kepala Puskesmas dapat diberikan wewenang untuk membebaskan biaya pelayanan 

kesehatan bagi mereka yang kurang mampu/orang terlantar sesuai peraturan daerah ini. 

(2) Ketentuan pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Pearturan Bupati. 

 

Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

 

Ditetapkan di  Kuala Tungkal 

pada tanggal  24 Oktober 2007                        

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

dto 

S A F R I A L 
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Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal  25 Oktober 2007 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT 

dto 

M. THAMSIR. B 

 

 

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 8 

TANGGAL : 25 OKTOBER 2007 

SERI : C 

NOMOR : 7 

 

 

 


